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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Hasil analisis mengenai Peran ILO terhadap Pelanggaran 

HAM berupa Perdagangan Orang yang Terjadi Pada ABK telah 

disampaikan dan diuraikan secara gamblang pada Bab Pembahasan 

sebelumnya. Dengan hasil analisis yang telah diuraikan dalam Bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelanggaran HAM 

berupa perdagangan orang terhadap ABK bukanlah suatu permasalahan 

baru yang muncul di tengah masyarakat dunia, terutama di tengah para 

ABK dimanapun ia berada dan manapun kewarganegaraan yang melekat 

padanya. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan ABK yang berada di atas 

kapal selama waktu tertentu sehingga jauh dari pemantauan, dimana resiko 

yang besar dapat terjadi pada ABK, terutama ABK berkewarganegaraan 

Indonesia yang bekerja di luar negeri dimana jumlah ABK WNI di luar 

negeri tidak sedikit. Perdagangan orang yag terjadi pada ABK 

berkewarganegaraan Indonesia di luar negeri terjadi  dalam bentuk 

perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan 

orang dimana dalam pelaksanaan pekerjaan ABK berkewarganegaraan 

Indonesia tersebut dilakukan dengan adanya kekerasan, penipuan, 

penculikan, pemaksaan, ancaman, dan penyalahgunaan wewenang, dan 

hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan eksploitasi yang di dalamnya 

termasuk kerja paksa. 
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Pada pelaksanaannya ILO memang berperan dalam 

penyusunan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan 

Dalam Penangkapan Ikan juga Rekomendasi Nomor 199 yang melengkapi 

konvensi tersebut, sebagai salah satu bentuk peran ILO dalam memberikan 

perlindungan kesehatan, keselamatan, juga perlindungan pelaksanaan 

hak-hak ABK. Akan tetapi, terhadap para ABK WNI korban perdagangan 

orang tersebut ILO belum cukup berperan secara aktif. Dalam praktek 

mengenai peranan ILO  menangani kasus perdagangan orang, dalam 

suatu forum pertemuan antara negara dengan ILO, masing-masing negara 

anggota melaporkan dan me-review tentang implementasi dari berbagai 

konvensi ILO. Dalam forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara 

anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang 

bagaimana seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu. ILO tidak 

dapat diharapkan untuk dapat masuk secara ekspansif menangani kasus 

demi kasus. ILO hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis 

tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya kepada negara anggota. 

Dengan demikian berarti bahwa, ILO menyerahkan kewenangan 

penyelesaian kasus perdagangan orang terhadap ABK berkewarganegaraan 

Indonesia tersebut kembali kepada negara Indonesia dan negara pihak 

yang terkait. 
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B. SARAN 

Banyaknya permasalahan perdagangan orang yang menimpa 

ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja diluar negeri, ILO 

dalam kedudukannya sebagai organisasi buruh internasional serta 

keberadaannya di banyak negara, kiranya ILO diharapkan dapat 

memberikan peranannya yang lebih aktif dalam pemberantasan 

perdagangan orang pada ABK berkewarganegaraan WNI, diantaranya 

mungkin dapat dilakukan dengan: 

1. Membantu negara-negara dengan melakukan  

pengawasan ekstra yang oleh perwakilan ILO di 

berbagai negara dalam pelaksanaan pekerjaan ABK 

WNI di luar negeri; 

2. Pengawasan terhadap kontrak kerja ABK WNI dengan 

pemilik kapal maupun pihak perusahaan jasa penyalur 

tenaga kerja ABK berkewarganegaraan Indonesia 

3. Sebagai mediator yang aktif antara negara Indonesia 

dengan negara bendera kapal maupun negara sehingga 

perselisihan antara negara Indonesia sebagai 

kewarganegaraan dari ABK korban perdagangan orang 

dengan negara pihak lainnya sebagai negara bendera 

kapal dapat terselesaikan dengan baik.  

4. ILO menggunakan semaksimal mungkin kewenangan 

yang dimilikinya untuk memberikan sanksi tegas bagi 
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pelaku tindak pidana perdagangan orangbaik individu 

maupun pihak lain yang dapat memberikan efek jera 

bagi masing-masing pihak agar tidak lalai dalam 

memberikan perlindungan terhadap ABK 

berkewarganegaraan Indonesia. 

5. Membantu meningkatkankesadaran negara anggota agar 

senantiasa waspada akan terjadinyaperdagangan orang 

yang dapat terjadi pada ABK warga negaranya, dengan 

menggunakan berbagai cara untuk menutup celah 

sekecil mungkin agar perdagangan orang sedapat 

mungkin tidak terjadi pada para ABK warga negaranya 

yang bekerja di kapal perikanan asing. 

ILO sangat diharapkan untuk dapat menggunakan 

kewenangannya semaksimal mungkin sebagai organisasi buruh 

internasional dalam rangka melindugi hak-hak, kesehatan, dan 

keselamatan para ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di 

atas kapal perikanan milik asing. Sehingga dengan demikian ILO dapat 

berperan lebih aktif lagi untuk mencegah dan memberantas perdagangan 

orang yang masih banyak terjadi pada ABK kapal perikanan milik asing. 
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